PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi,

terhadap pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Agama, perlu meninjau kembali ketentuan tentang disiplin
kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 28
Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Kementerian Agama;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 348);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013
tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) diubah,
diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat, yakni ayat (1a), ayat (3) dan
ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah, menambah 4 ayat, yakni ayat (6) sampai
dengan ayat (9) sehingga seluruhnya berbunyi: ‘

(1)

(2)

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama wajib
memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau setara
dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu.

(la) Pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib
berada di kantor/tempat kerja.

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir dari pukul 07.30 sampai

dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai
dengan pukul 13.00; dan

b. Hari Jum’at hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30,
dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Dihapus.
Dihapus.

Ketentuan jam kerja dan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan

atau Hari- Besar Keagamaan lainnya mengikuti ketentuan peraturan
daerah.

Terhadap PNS yang hadir melampaui batas awal jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dinyatakan Terlambat Hadir.

n (7) Terhadap ...



(7) Terhadap PNS yang pulang sebelum batas akhir jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dinyatakan Pulang Sebelum
Waktunya.

(8) PNS yang tidak berada di kantor/tempat kerja diantara jam kehadiran
dan jam kepulangan dinyatakan meninggalkan kantor/tempat kerja.

(9) PNS yang hadir, Terlambat Hadir, Pulang Sebelum Waktunya, dan/atau
meninggalkan kantor/tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dibuktikan dengan data rekam kehadiran,
dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh atasan langsung.

Pasal 11
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1096




